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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 70 TAHUN 2014 
TENTANG 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang:   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia 
di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun1945; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5058); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika adalah serangkaian upaya untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang 
diperlukan dalam Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika. 

2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan tinggi. 

3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan 
Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  

4.  Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum. 

5.  Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung 
jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 

6.  Kepala Badan adalah kepala yang bertugas dan bertanggung jawab di 
bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 

Pasal 2 

(1) Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika bertujuan untuk mewujudkan sumber daya 
manusia yang berilmu, terampil, kreatif, inovatif, profesional, disiplin, 
bertanggung jawab, memiliki integritas, berdedikasi, serta memenuhi 
standar nasional dan internasional. 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diperlukan: 

a. kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;  

b. perencanaan sumber daya manusia di bidang Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika; dan 

c. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 
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BAB II 
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG  

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

Pasal 3 

Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf a meliputi: 
a. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika yang memenuhi standar nasional dan 
internasional;  

b. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika dalam penyelenggaraan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika; dan 

c. peningkatan koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan 
dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya 
manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan 
memperhatikan penilaian kinerja, peningkatan profesionalisme, dan 
pola karir. 

Pasal 4 
(1) Penyusunan kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di 

bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dilakukan oleh Badan. 

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Kepala Badan. 

Pasal 5 
Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Kepala Badan. 

BAB III 
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI,  

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

Pasal 6 

Perencanaan sumber daya manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b 
dilaksanakan oleh Badan sesuai dengan tahapan yang mencakup: 
a. inventarisasi data dan informasi; dan  
b. penyusunan dan penetapan rencana sumber daya manusia di bidang 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 
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Pasal 7 
(1) Inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf a dilaksanakan melalui koordinasi dengan para pemangku 
kepentingan di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 

(2) Inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai: 
a. proyeksi kebutuhan; 
b. bidang keahlian; 
c. strata pendidikan; dan 
d. penempatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi data dan 
informasi diatur dengan Peraturan Kepala Badan. 

Pasal 8 
(1) Penyusunan rencana sumber daya manusia di bidang Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2         
ayat (2) huruf b berpedoman kepada kebijakan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Penyusunan rencana sumber daya manusia di bidang Meteorologi, 
Kimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil inventarisasi data dan informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7. 

(3) Penyusunan rencana sumber daya manusia di bidang Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
mempertimbangkan: 
a. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
b. peraturan perundang-undangan; dan 
c. kebutuhan organisasi untuk mendukung operasional dalam 

penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 
(4) Penyusunan rencana sumber daya manusia di bidang Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menghasilkan: 
a. rencana sumber daya manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun; 

b. rencana sumber daya manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun; dan 

c. rencana sumber daya manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. 
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(5) Rencana Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan. 

Pasal 9 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan rencana 
sumber daya manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Kepala 
Badan. 

Pasal 10 

(1) Rencana sumber daya manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan 
dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia. 

(2) Sistem informasi manajemen sumber daya manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: 

a. jumlah kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia di 
bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;  

b. kesempatan kerja di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika; 

c. kompetensi di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

d. lulusan untuk masing-masing jalur, jenis, dan jenjang pendidikan 
dan pelatihan setiap tahunnya; 

e. penyebaran hasil pendidikan dan pelatihan, penyerapan, atau 
penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan; dan 

f. lembaga pendidikan dan pelatihan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika 

Pasal 11 
Sistem informasi manajemen sumber daya manusia di bidang Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, secara 
nasional diselenggarakan oleh Badan. 

BAB IV 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG  

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

Pasal 12 

(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika wajib diselenggarakan oleh Badan dalam rangka 
Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika. 
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